SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan beberapa kegiatan dan
sub kegiatan OPD yang perlu disesuaikan dengan
petunjuk teknis pelaksanaan DAK, waktu pelaksanaan
kegiatan, dan uraian pada rincian objek belanja yang
tidak terdapat lagi dipasaran serta rencana
peningkatan pendapatan daerah yang berimplikasi
terhadap anggaran  sehingga perlu dilakukan
pergeseran Anggaran.

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 163 dan pasal
164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “maka
Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun
2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu di ubah”;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada
Pergeseran Anggaran point h “ pada kondisi tertentu,
pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan
APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD
melalui ketetapan Kepala Daerah dengan
diberitahukan kepada Pimpinan DPRD. Kondisi
tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau
perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat
nasional atau daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu
Selatan Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penjabaran



Mengingat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022.

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksa Penggelolaan Keuangan dan Tanggung
jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6735);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);



Menetapkan

(1)

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan Tahun 2016 Nomor 09);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkulu Selatan Tahun 2021 Nomor 06);

15. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun
2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun
Anggaran 2022, (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan Tahun 2021 Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU
SELATAN NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN
2022.

Pasal l

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu
Selatan Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Tahun 2021 Nomor 44), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a semula direncanakan sebesar
Rp. 683.253.839.300,00 (enam ratus delapan puluh tiga
milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga

puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah),mengalami



(2)

(3)

(4)

()

(6)

pergeseran menjadi Rp. 683.303.839.300,00 ( enam ratus
delapan puluh tiga milyar tiga ratus tiga juta delapan ratus
tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri
atas :

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;

d. Belanja subsidji;

e. Belanja hibah; dan

f. Belanja bantuan sosial.

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, semula direncanakan sebesar
Rp. 432.537.921.867,00 ( empat ratus tiga puluh dua
milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua
puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh Rupiah)
mengalami pergeseran menjadi Rp. 432.385.351.267,00 (
empat ratus tiga puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh
lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam
puluh tujuh Rupiah).

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  huruf b, semula direncanakan sebesar Rp.
226.745.838.333,00 (dua ratus dua puluh enam milyar
tujuh ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh
delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) mengalami
pergeseran anggaran menjadi Rp. 226.948.408.933,00 (dua
ratus dua puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh
delapan juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus tiga
puluh tiga Rupiah).

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp. 0,00

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp. 21.316.569.700,00 (dua puluh
satu milyar tiga ratus enam belas juta lima ratus enam
puluh sembilan ribu tujuh ratus Rupiah ).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.260.000.000,00 (dua

milyar dua ratus enam puluh juta Rupiah).



(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c direncanakan sebesar Rp. 0,00.

Ketentuan pasal 10 ayat (1), ayat (3), ayat (4), diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 10

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar
Rp. 96.790.739.200,00 (sembilan puluh enam milyar tujuh
ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan
ribu dua ratus rupiah), mengalami pergeseran menjadi
Rp. 96.740.739.200,00 (sembilan puluh enam milyar tujuh
ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan
ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja modal tanah.

b. Belanja modal peralatan dan mesin.

c. Belanja modal bangunan dan gedung.

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi,

e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan  sebesar
Rp. 23.284.956.300,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus
delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam
ribu tiga ratus rupiah), mengalami pergeseran menjadi
Rp. 23.155.956.300,00 ( dua puluh tiga milyar seratus
lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu
tiga ratus rupiah)

Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp. 22.470.956.400,00 (dua puluh dua milyar empat ratus
tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu
empat ratus rupiah), mengalami pergeseran menjadi
Rp. 22.549.956.400,00 (dua puluh dua milyar lima ratus
empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh

enam ribu empat ratus rupiah).



(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp. 49.791.576.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh
ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh
enam ribu lima ratus rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan = sebesar
Rp. 1.243.250.000,00

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00

3. Ketentuan lampiran I dan Lampiran III diubah,
sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 10 Maret 2022

BUPATI BENGKULU SELATAN
ttd
GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 10 Maret 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd
SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Hendry, SH
Nip.19730618 200502 1 002






